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PENETAPAN
Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Mtr

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Pedan Klaten, pada tanggal 2 Juli 1977, umur 42 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
SMA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, lahir di Karang Taliwang, tanggal 23 Agustus 1983, umur 36
tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di KOTA MATARAM, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor: 375/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal
11 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumr’at tanggal 26 November 2010, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/63/X1/2010,
tanggal 29 November 2010;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

orang tua Termohon di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang
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Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 3
tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di kelurahan padangsambian,
kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama:ANAK, perempuan, umur 8 tahun (Karang Taliwang, 10 Oktober
2011);

4. Bahwa sejak Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

a. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon terjadi
perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat
sebagaimana diatas, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih
jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Mataram agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
sendiri, dan Majelis telah memberikan nasehat terkait dengan permasalahan
rumah tangga Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mengajukan
permohonan pencabutan permohonannya karena ternyata Termohon telah
mengajukan Gugatan perceraian dan telah mendapatkan Akta Cerai dari
Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu

mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, nhamun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undng-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undng-
undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
375/Pdt.G/2019/PA. Mtr, dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara.
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 266.000,00,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 28 Dzulgaidah 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Hafiz, M.H.. serta Drs. H. Muhammad, M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, SH., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs. Hafiz, M.H. Drs. H. M. Ishaq, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, SH., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 150.000,00,

Biaya PNBP Relaas : RP 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 6.000,00,-
Jumlah : Rp 266.000,00,

(dua ratus
enam puluh

enam ribu

rupiah).
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